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ABSTRACT 

The development of Nusantara Capital City (IKN) is a strategic policy aimed at 
reducing the concentration of development in Java and promoting more balanced 
regional development in Indonesia. This study analyzes IKN development in the 
context of shifting economic power distribution from spatial and social system 
perspectives. The research employs a qualitative method using a library research 
approach. Data were collected from scholarly articles, books, research reports, and 
policy documents and analyzed through content analysis. The findings indicate that 
IKN has the potential to establish a new growth center in East Kalimantan through 
increased investment, infrastructure development, and stronger regional 
connectivity. These developments may encourage the redistribution of economic 
activities that have long been concentrated in Java. From a social perspective, IKN 
development generates changes in population mobility, urbanization, livelihood 
structures, and interactions between local communities and newcomers. The project 
also presents challenges related to socio-spatial inequality, changing land control 
patterns, and the need for inclusive governance. The study concludes that IKN 
functions as an instrument of spatial transformation with implications for the 
distribution of economic power and social systems in Indonesia. 
Keywords: Nusantara Capital City, economic power distribution, regional 
development, social transformation, spatial inequality. 

 
ABSTRAK 

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan kebijakan strategis yang 
diarahkan untuk mengurangi konsentrasi pembangunan di Pulau Jawa dan 
mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah. Penelitian ini bertujuan 
menganalisis pembangunan IKN dalam konteks pergeseran distribusi kekuasaan 
ekonomi di Indonesia melalui perspektif keruangan dan sistem sosial. Penelitian 
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library 
research). Data diperoleh dari artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen 
kebijakan yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi 
(content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan IKN 
berpotensi membentuk pusat pertumbuhan baru di Kalimantan Timur melalui 
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peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan penguatan konektivitas 
wilayah. Kondisi tersebut dapat mendorong redistribusi aktivitas ekonomi yang 
selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dari perspektif sosial, pembangunan IKN 
memunculkan perubahan berupa mobilitas penduduk, urbanisasi, perubahan mata 
pencaharian, dan dinamika hubungan antara masyarakat lokal dengan pendatang. 
Pembangunan IKN juga menghadirkan tantangan berupa potensi ketimpangan 
sosial-spasial, perubahan penguasaan ruang, dan kebutuhan akan tata kelola 
pembangunan yang inklusif. Kajian ini menunjukkan bahwa IKN merupakan 
instrumen transformasi ruang yang berimplikasi pada perubahan distribusi 
kekuasaan ekonomi dan sistem sosial di Indonesia. 
Kata Kunci: Ibu Kota Nusantara, distribusi kekuasaan ekonomi, pembangunan 
wilayah, transformasi sosial, ketimpangan spasial. 
 
A. Pendahuluan 

Pembangunan wilayah di 
Indonesia selama beberapa dekade 
menunjukkan kecenderungan 
konsentrasi aktivitas ekonomi pada 
kawasan tertentu, terutama Pulau 
Jawa. Kondisi ini tercermin dari 
dominasi Jawa dalam aktivitas 
industri, perdagangan, jasa, dan 
investasi nasional. Firman (2022) 
menjelaskan bahwa perkembangan 
metropolitan di Indonesia cenderung 
terkonsentrasi pada wilayah yang 
memiliki akses infrastruktur dan 
konektivitas yang lebih baik. Firman et 
al. (2023) menunjukkan bahwa 
urbanisasi yang berlangsung dalam 
jangka panjang turut memperkuat 
ketimpangan spasial antarwilayah. 
Menurut Storper (2022), konsentrasi 
aktivitas ekonomi pada pusat-pusat 
tertentu merupakan salah satu faktor 
yang memengaruhi distribusi 
pembangunan regional. 

Ketimpangan pembangunan 
antarwilayah menjadi isu yang terus 
dibahas dalam kajian pembangunan 
regional. Iammarino et al. (2023) 
menjelaskan bahwa perbedaan 
kapasitas ekonomi antarwilayah dapat 

menghasilkan disparitas dalam akses 
terhadap investasi, infrastruktur, dan 
kesempatan ekonomi. Rodríguez-
Pose (2022) menunjukkan bahwa 
wilayah yang berada di luar pusat 
pertumbuhan sering menghadapi 
keterbatasan dalam memperoleh 
manfaat pembangunan. Dannenberg 
dan Kulke (2022) mengemukakan 
bahwa negara berkembang 
menghadapi tantangan dalam 
mendistribusikan aktivitas ekonomi 
secara lebih seimbang di antara 
berbagai wilayahnya. 

Dominasi Pulau Jawa dalam 
struktur ekonomi nasional juga 
berkaitan dengan posisinya sebagai 
pusat pemerintahan dan pengambilan 
keputusan. Hudalah et al. (2021) 
menjelaskan bahwa hubungan antara 
perencanaan wilayah dan kekuasaan 
memiliki peran dalam membentuk 
pola pembangunan perkotaan di 
Indonesia. Silver (2021) menunjukkan 
bahwa proyek pembangunan berskala 
besar sering kali berkaitan dengan 
strategi negara dalam mengarahkan 
distribusi sumber daya. Firman (2022) 
mengemukakan bahwa konsentrasi 
fungsi politik dan ekonomi pada satu 
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wilayah dapat memperkuat 
ketimpangan spasial dalam jangka 
panjang. 

Kondisi tersebut mendorong 
munculnya berbagai upaya untuk 
menciptakan pusat pertumbuhan baru 
di luar Pulau Jawa. Pike et al. (2023) 
menjelaskan bahwa pembangunan 
regional pada era transformasi 
ekonomi memerlukan pendekatan 
yang memperhatikan keseimbangan 
antarwilayah. Capello dan Cerisola 
(2022) mengemukakan bahwa kohesi 
teritorial menjadi salah satu tujuan 
dalam kebijakan pembangunan 
regional modern. Lang dan Görmar 
(2023) menunjukkan bahwa wilayah 
periferal memerlukan dukungan 
kebijakan yang mampu meningkatkan 
keterhubungan dengan pusat-pusat 
ekonomi utama. 

Pembangunan Ibu Kota 
Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur 
merupakan salah satu kebijakan 
strategis yang diarahkan untuk 
mendukung transformasi struktur 
ruang nasional. Kalalinggi et al. (2023) 
menjelaskan bahwa pembangunan 
IKN dirancang sebagai bagian dari 
agenda pembangunan berkelanjutan 
Indonesia. Anirwan et al. (2024) 
menunjukkan bahwa pembangunan 
ibu kota baru memiliki dimensi 
ekonomi, sosial, politik, dan 
lingkungan yang saling berkaitan. 
Moser (2022) mengemukakan bahwa 
pembangunan ibu kota baru di 
negara-negara Global South sering 
dikaitkan dengan upaya membentuk 
arah pembangunan nasional yang 
baru. 

Pemindahan ibu kota negara 
juga dapat dipahami sebagai bentuk 

rekayasa keruangan yang bertujuan 
mengubah distribusi aktivitas ekonomi 
dan pemerintahan. Menurut Moser 
(2022), pembangunan ibu kota baru 
sering digunakan untuk menciptakan 
pusat pertumbuhan baru di luar 
wilayah yang telah mengalami 
konsentrasi pembangunan. Kalalinggi 
et al. (2023) menjelaskan bahwa IKN 
diharapkan mampu mendorong 
pemerataan pembangunan 
antarpulau. Firman et al. (2023) 
menunjukkan bahwa perubahan pusat 
aktivitas ekonomi berpotensi 
memengaruhi struktur spasial 
nasional dalam jangka panjang. 

Perspektif keruangan 
menempatkan IKN sebagai bagian 
dari strategi pembentukan growth pole 
baru di Indonesia. Faoziyah et al. 
(2025) menjelaskan bahwa 
perkembangan pusat pertumbuhan 
memiliki pengaruh terhadap pola 
urbanisasi dan distribusi aktivitas 
ekonomi. Storper (2022) menunjukkan 
bahwa pembangunan wilayah sangat 
dipengaruhi oleh kemampuan suatu 
kawasan menarik investasi, tenaga 
kerja, dan inovasi. Turok dan McCann 
(2023) mengemukakan bahwa proses 
aglomerasi ekonomi dapat 
menghasilkan pusat-pusat 
pertumbuhan baru apabila didukung 
oleh konektivitas dan infrastruktur 
yang memadai. 

Pembangunan IKN juga 
berkaitan dengan upaya mengurangi 
pola hubungan core-periphery yang 
selama ini menempatkan Jawa 
sebagai wilayah inti pembangunan 
nasional. Lang dan Görmar (2023) 
menjelaskan bahwa penguatan 
wilayah periferal memerlukan 
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intervensi kebijakan yang mampu 
meningkatkan akses terhadap sumber 
daya ekonomi. Dijkstra et al. (2023) 
menunjukkan bahwa ketimpangan 
regional sering berkaitan dengan 
perbedaan kapasitas pembangunan 
antarwilayah. Iammarino et al. (2023) 
mengemukakan bahwa distribusi 
investasi dan aktivitas ekonomi 
menjadi faktor yang menentukan 
keberhasilan pembangunan regional. 

Selain dimensi ekonomi, 
pembangunan IKN memiliki implikasi 
terhadap sistem sosial masyarakat. 
Rachmawati et al. (2025) menjelaskan 
bahwa pembangunan Nusantara 
berpotensi menghasilkan dinamika 
antara kohesi sosial dan polarisasi 
sosial. Gunawan (2024) menunjukkan 
bahwa keberagaman etnis di wilayah 
sekitar IKN memerlukan perhatian 
dalam proses pembangunan. 
Muafiroh dan Tambunan (2025) 
mengemukakan bahwa keterlibatan 
masyarakat lokal menjadi salah satu 
aspek yang memengaruhi 
keberlanjutan pembangunan ibu kota 
baru. 

Transformasi sosial juga dapat 
muncul melalui perubahan pola 
migrasi, urbanisasi, dan struktur mata 
pencaharian masyarakat lokal. Rijanta 
et al. (2025) menjelaskan bahwa 
pembangunan IKN berpotensi 
memengaruhi pola penguasaan ruang 
dan aktivitas ekonomi masyarakat di 
Kalimantan Timur. Olijkan (2023) 
menunjukkan bahwa masyarakat lokal 
memiliki berbagai persepsi terhadap 
proses pemindahan ibu kota. Rozi et 
al. (2025) mengemukakan bahwa 
pengalaman relokasi ibu kota di 
berbagai negara menunjukkan 

adanya perubahan sosial yang 
menyertai pembangunan pusat 
pemerintahan baru. 

Pembangunan IKN juga 
menghadirkan berbagai isu yang 
berkaitan dengan tata kelola, 
lingkungan, dan partisipasi 
masyarakat. Rahayu et al. (2025) 
menunjukkan bahwa aspek 
lingkungan menjadi salah satu isu 
penting dalam perencanaan 
Nusantara. Fisher et al. (2024) 
menjelaskan adanya dilema antara 
agenda pembangunan hijau dan 
kebutuhan pembangunan fisik 
berskala besar. Mardianti et al. (2025) 
mengemukakan bahwa pendekatan 
kolaboratif dalam tata kelola dapat 
memengaruhi efektivitas pelaksanaan 
proyek pembangunan berskala besar. 

Perubahan struktur ruang, 
distribusi aktivitas ekonomi, dan 
transformasi sistem sosial yang 
menyertai pembangunan IKN 
menjadikan isu ini relevan untuk dikaji 
dari perspektif keruangan dan sosial. 
Istiqomah et al. (2025) menunjukkan 
bahwa pembangunan Nusantara telah 
memunculkan berbagai bentuk 
transformasi spasial pada kawasan 
sekitarnya. Hudalah et al. (2021) 
menjelaskan bahwa distribusi 
kekuasaan dalam pembangunan 
memiliki pengaruh terhadap arah 
perubahan wilayah. Berdasarkan 
kondisi tersebut, pembangunan IKN 
dapat dipahami sebagai upaya negara 
untuk mendorong pergeseran 
distribusi kekuasaan ekonomi 
sekaligus membentuk konfigurasi 
ruang dan sistem sosial baru dalam 
konteks pembangunan nasional 
Indonesia. 
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B. Metode Penelitian  
Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan 
studi pustaka (library research). 
Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji 
pembangunan Ibu Kota Nusantara 
(IKN) sebagai fenomena 
pembangunan yang berkaitan dengan 
distribusi kekuasaan ekonomi, 
transformasi keruangan, dan 
perubahan sistem sosial di Indonesia. 
Studi pustaka memungkinkan peneliti 
menganalisis berbagai konsep, teori, 
dan temuan empiris yang relevan 
untuk menjelaskan hubungan antara 
pembangunan IKN dan perubahan 
struktur pembangunan nasional. 

Data yang digunakan 
merupakan data sekunder yang 
diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, 
buku akademik, laporan penelitian, 
dokumen kebijakan, dan publikasi 
resmi yang berkaitan dengan 
pembangunan IKN, pembangunan 
wilayah, ekonomi politik, ketimpangan 
regional, serta transformasi sosial. 
Literatur yang digunakan terutama 
berasal dari publikasi nasional dan 
internasional yang terbit pada periode 
2021–2025 guna memperoleh 
gambaran yang sesuai dengan 
perkembangan terkini mengenai 
pembangunan IKN dan implikasinya 
terhadap struktur ruang serta sistem 
sosial masyarakat. 

Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui identifikasi, seleksi, 
dan telaah literatur berdasarkan 
relevansi dengan fokus penelitian. 
Literatur yang terkumpul kemudian 
dikelompokkan ke dalam beberapa 
tema utama, yaitu distribusi 

kekuasaan ekonomi, pembangunan 
pusat pertumbuhan (growth pole), 
ketimpangan wilayah, transformasi 
sosial, dan pembangunan IKN. Proses 
seleksi dilakukan dengan 
mempertimbangkan kredibilitas 
sumber, keterbaruan publikasi, dan 
kesesuaian substansi dengan tujuan 
penelitian. 

Analisis data dilakukan 
menggunakan teknik analisis isi 
(content analysis). Tahapan analisis 
meliputi reduksi data, kategorisasi 
tema, interpretasi temuan, dan 
sintesis berbagai hasil penelitian yang 
telah dipublikasikan. Analisis 
difokuskan pada bagaimana 
pembangunan IKN berpotensi 
memengaruhi distribusi kekuasaan 
ekonomi nasional, perubahan struktur 
keruangan Indonesia, serta 
transformasi sistem sosial masyarakat 
di kawasan IKN dan wilayah 
sekitarnya. 
C.Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Konsentrasi Kekuasaan Ekonomi di 
Indonesia Sebelum Pembangunan 
IKN 

Konsentrasi kekuasaan 
ekonomi merupakan salah satu 
karakteristik utama pembangunan 
Indonesia sebelum pelaksanaan 
pembangunan Ibu Kota Nusantara 
(IKN). Aktivitas ekonomi nasional 
selama beberapa dekade 
terkonsentrasi pada Pulau Jawa yang 
berfungsi sebagai pusat 
pemerintahan, perdagangan, industri, 
dan jasa. Firman (2022) menjelaskan 
bahwa transformasi metropolitan di 
Indonesia memperlihatkan 
kecenderungan penguatan aktivitas 
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ekonomi pada wilayah-wilayah 
perkotaan utama di Jawa. Hudalah et 
al. (2021) menunjukkan bahwa 
hubungan antara perencanaan dan 
kekuasaan memiliki peran dalam 
membentuk distribusi pembangunan 
perkotaan. Menurut Firman et al. 
(2023), proses urbanisasi yang 
berlangsung dalam jangka panjang 
turut memperkuat konsentrasi 
aktivitas ekonomi pada kawasan 
tertentu. 

Dominasi Pulau Jawa terlihat 
dari posisinya sebagai pusat produksi 
dan aktivitas ekonomi nasional. 
Dannenberg dan Kulke (2022) 
menjelaskan bahwa wilayah yang 
memiliki keunggulan infrastruktur dan 
akses pasar cenderung berkembang 
menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. 
Storper (2022) mengemukakan 
bahwa konsentrasi kegiatan ekonomi 
merupakan konsekuensi dari proses 
aglomerasi yang berlangsung secara 
berkelanjutan. Firman et al. (2023) 
menunjukkan bahwa perkembangan 
ekonomi Indonesia memiliki 
keterkaitan erat dengan dominasi 
wilayah perkotaan besar di Pulau 
Jawa. 

Konsentrasi produk domestik 
regional bruto pada sejumlah wilayah 
di Jawa mencerminkan ketimpangan 
distribusi aktivitas ekonomi 
antardaerah. Iammarino et al. (2023) 
menjelaskan bahwa ketimpangan 
regional sering muncul akibat 
perbedaan kapasitas produksi, 
investasi, dan akses terhadap sumber 
daya pembangunan. Rodríguez-Pose 
(2022) menunjukkan bahwa wilayah 
yang berada di luar pusat 
pertumbuhan sering menghadapi 

keterbatasan dalam memperoleh 
manfaat ekonomi yang setara. Pike et 
al. (2023) mengemukakan bahwa 
distribusi pembangunan yang tidak 
merata dapat memengaruhi dinamika 
pertumbuhan wilayah dalam jangka 
panjang. 

Dominasi Jawa juga tercermin 
pada konsentrasi investasi nasional. 
Aktivitas investasi cenderung 
mengarah pada wilayah yang telah 
memiliki infrastruktur, pasar, dan 
jaringan ekonomi yang berkembang. 
Turok dan McCann (2023) 
menjelaskan bahwa investasi memiliki 
kecenderungan terkonsentrasi pada 
kawasan yang menawarkan 
keuntungan aglomerasi ekonomi. 
Capello dan Cerisola (2022) 
menunjukkan bahwa pertumbuhan 
wilayah sering kali dipengaruhi oleh 
distribusi investasi yang tidak merata. 
Firman (2022) mengemukakan bahwa 
kawasan metropolitan di Jawa 
menjadi tujuan utama berbagai 
aktivitas ekonomi berskala besar. 

Konsentrasi investasi tersebut 
berkontribusi terhadap perkembangan 
sektor industri dan jasa pada wilayah 
tertentu. Dannenberg dan Kulke 
(2022) menjelaskan bahwa sektor 
industri cenderung berkembang pada 
wilayah yang memiliki akses logistik 
dan konektivitas yang baik. Firman et 
al. (2023) menunjukkan bahwa 
kawasan perkotaan besar menjadi 
pusat perkembangan sektor jasa 
modern di Indonesia. Storper (2022) 
mengemukakan bahwa aglomerasi 
ekonomi menghasilkan keterkaitan 
yang kuat antara investasi, industri, 
dan pertumbuhan wilayah. 
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Jakarta memiliki posisi sentral 
dalam struktur kekuasaan ekonomi 
Indonesia sebelum pembangunan 
IKN. Sebagai ibu kota negara, Jakarta 
menjadi pusat pengambilan 
keputusan politik sekaligus pusat 
aktivitas ekonomi nasional. Hudalah et 
al. (2021) menjelaskan bahwa 
perencanaan perkotaan di Indonesia 
memiliki keterkaitan dengan 
konsentrasi kekuasaan negara pada 
wilayah tertentu. Silver (2021) 
menunjukkan bahwa proyek 
pembangunan dan kebijakan strategis 
sering kali terkonsentrasi pada kota-
kota yang memiliki fungsi politik 
dominan. Firman (2022) 
mengemukakan bahwa posisi Jakarta 
sebagai pusat pemerintahan 
memperkuat perannya dalam sistem 
ekonomi nasional. 

Sentralisasi pemerintahan di 
Jakarta berpengaruh terhadap 
distribusi sumber daya pembangunan. 
Moser (2022) menjelaskan bahwa ibu 
kota negara memiliki fungsi simbolik 
sekaligus strategis dalam 
mengarahkan pembangunan 
nasional. Hudalah et al. (2021) 
menunjukkan bahwa lokasi pusat 
pemerintahan berpengaruh terhadap 
distribusi investasi publik dan 
infrastruktur. Silver (2021) 
mengemukakan bahwa hubungan 
antara kekuasaan politik dan 
pembangunan perkotaan menjadi 
karakteristik yang umum ditemukan 
pada proyek pembangunan negara di 
Asia Tenggara. 

Selain menjadi pusat 
pemerintahan, Jakarta juga 
berkembang sebagai pusat korporasi 
dan aktivitas bisnis nasional. Firman 

et al. (2023) menjelaskan bahwa 
konsentrasi perusahaan besar pada 
satu wilayah dapat memperkuat 
dominasi ekonomi kawasan tersebut. 
Storper (2022) menunjukkan bahwa 
pusat-pusat ekonomi cenderung 
menarik akumulasi modal dan 
aktivitas bisnis dalam jumlah besar. 
Turok dan McCann (2023) 
mengemukakan bahwa keberadaan 
perusahaan, lembaga keuangan, dan 
jaringan bisnis menjadi faktor yang 
memperkuat proses aglomerasi 
ekonomi. 

Konsentrasi infrastruktur 
menjadi faktor lain yang memperkuat 
dominasi Jakarta dan Pulau Jawa. 
Capello dan Cerisola (2022) 
menjelaskan bahwa pembangunan 
infrastruktur memiliki hubungan erat 
dengan peningkatan daya tarik 
investasi suatu wilayah. Dijkstra et al. 
(2023) menunjukkan bahwa 
ketimpangan regional sering berkaitan 
dengan perbedaan kualitas 
infrastruktur dan aksesibilitas 
antarwilayah. Firman (2022) 
mengemukakan bahwa 
pembangunan jaringan transportasi 
dan layanan publik yang 
terkonsentrasi pada kawasan tertentu 
dapat memperkuat ketimpangan 
spasial. 

Kondisi tersebut menghasilkan 
perbedaan tingkat pembangunan 
antara kawasan barat dan timur 
Indonesia. Lang dan Görmar (2023) 
menjelaskan bahwa wilayah periferal 
sering menghadapi keterbatasan 
akses terhadap investasi dan peluang 
ekonomi. Rodríguez-Pose (2022) 
menunjukkan bahwa wilayah yang 
dianggap berada di luar pusat 
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pembangunan sering mengalami 
keterlambatan dalam proses 
transformasi ekonomi. Iammarino et 
al. (2023) mengemukakan bahwa 
ketimpangan regional merupakan 
fenomena yang banyak ditemukan 
pada negara dengan konsentrasi 
pembangunan yang tinggi. 

Perbedaan akses 
pembangunan juga terlihat pada 
distribusi infrastruktur, pelayanan 
publik, dan kesempatan ekonomi. 
Pike et al. (2023) menjelaskan bahwa 
pembangunan regional memerlukan 
perhatian terhadap distribusi sumber 
daya antarwilayah. Dannenberg dan 
Kulke (2022) menunjukkan bahwa 
keterhubungan wilayah menjadi faktor 
yang memengaruhi kemampuan 
daerah dalam menarik investasi dan 
aktivitas ekonomi. Dijkstra et al. 
(2023) mengemukakan bahwa 
kesenjangan akses pembangunan 
dapat memengaruhi tingkat 
kesejahteraan masyarakat pada 
berbagai wilayah. 

Ketimpangan ekonomi regional 
sebelum pembangunan IKN 
menunjukkan bahwa manfaat 
pertumbuhan ekonomi belum 
terdistribusi secara proporsional 
antarwilayah. Firman et al. (2023) 
menjelaskan bahwa urbanisasi dan 
pertumbuhan ekonomi yang 
terkonsentrasi dapat memperbesar 
perbedaan perkembangan 
antarwilayah. Rodríguez-Pose (2022) 
menunjukkan bahwa ketimpangan 
regional berpotensi memengaruhi 
dinamika sosial dan ekonomi 
masyarakat lokal. Capello dan 
Cerisola (2022) mengemukakan 
bahwa kohesi teritorial menjadi salah 

satu tantangan dalam pembangunan 
wilayah modern. 

Kondisi konsentrasi kekuasaan 
ekonomi, dominasi Pulau Jawa, 
sentralisasi pemerintahan di Jakarta, 
serta ketimpangan pembangunan 
antarwilayah menjadi konteks yang 
melatarbelakangi pembangunan IKN. 
Moser (2022) menjelaskan bahwa 
pembangunan ibu kota baru sering 
digunakan sebagai instrumen untuk 
membentuk konfigurasi ruang 
nasional yang berbeda. Kalalinggi et 
al. (2023) menunjukkan bahwa 
pembangunan Nusantara diarahkan 
untuk mendukung pemerataan 
pembangunan dan transformasi 
wilayah. Anirwan et al. (2024) 
mengemukakan bahwa pemindahan 
ibu kota merupakan bagian dari 
strategi pembangunan yang memiliki 
implikasi ekonomi, sosial, dan 
keruangan terhadap masa depan 
Indonesia. 

 
Pembangunan IKN dan Pergeseran 
Distribusi Kekuasaan Ekonomi 

Pembangunan Ibu Kota 
Nusantara (IKN) dapat dipahami 
sebagai upaya negara membentuk 
pusat pertumbuhan baru di luar Pulau 
Jawa. Perspektif growth pole 
menjelaskan bahwa pembangunan 
yang terpusat pada suatu kawasan 
dapat menghasilkan efek penyebaran 
ekonomi ke wilayah sekitarnya 
(Faoziyah et al., 2025). Pike et al. 
(2023) mengemukakan bahwa pusat 
pertumbuhan berfungsi sebagai 
penggerak transformasi ekonomi 
regional melalui investasi dan 
pembangunan infrastruktur. Menurut 
Kalalinggi et al. (2023), pembangunan 
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IKN dirancang untuk mendukung 
pemerataan pembangunan dan 
penguatan konektivitas nasional. 

Posisi IKN di Kalimantan Timur 
memberikan dimensi keruangan yang 
berbeda dibandingkan pola 
pembangunan Indonesia sebelumnya 
yang terkonsentrasi di Jawa. 
Dannenberg dan Kulke (2022) 
menjelaskan bahwa lokasi strategis 
suatu wilayah memengaruhi 
kemampuannya menarik aktivitas 
ekonomi baru. Storper (2022) 
menunjukkan bahwa pembentukan 
pusat pertumbuhan baru memerlukan 
dukungan infrastruktur, kelembagaan, 
dan investasi yang berkelanjutan. 
Anirwan et al. (2024) mengemukakan 
bahwa pembangunan IKN diarahkan 
untuk menciptakan pusat administrasi 
sekaligus pusat aktivitas ekonomi 
baru. 

Investasi menjadi instrumen 
utama dalam proses pembentukan 
IKN sebagai pusat pertumbuhan. 
Turok dan McCann (2023) 
menjelaskan bahwa arus investasi 
memiliki peran dalam mempercepat 
proses aglomerasi ekonomi pada 
suatu wilayah. Kalalinggi et al. (2023) 
menunjukkan bahwa pembangunan 
Nusantara memerlukan dukungan 
investasi publik dan swasta dalam 
berbagai sektor. Rachmawati et al. 
(2023) menjelaskan bahwa 
pengembangan konsep smart city di 
IKN juga membutuhkan integrasi 
investasi pada infrastruktur digital dan 
layanan perkotaan. 

Pembangunan infrastruktur 
menjadi faktor yang menentukan 
kemampuan IKN dalam menarik 
aktivitas ekonomi baru. Capello dan 

Cerisola (2022) menjelaskan bahwa 
kualitas infrastruktur berpengaruh 
terhadap konektivitas dan 
produktivitas wilayah. Firman (2022) 
menunjukkan bahwa perkembangan 
pusat-pusat ekonomi di Indonesia 
memiliki keterkaitan erat dengan 
ketersediaan jaringan transportasi dan 
layanan publik. Istiqomah et al. (2025) 
mencatat bahwa pembangunan 
Nusantara telah mendorong 
transformasi spasial yang 
memengaruhi struktur ruang kawasan 
sekitarnya. 

Efek pengganda ekonomi 
(multiplier effect) menjadi salah satu 
argumen utama dalam pembangunan 
IKN. Pike et al. (2023) menjelaskan 
bahwa investasi pada pusat 
pertumbuhan dapat menciptakan 
aktivitas ekonomi turunan melalui 
peningkatan permintaan barang, jasa, 
dan tenaga kerja. Turok dan McCann 
(2023) mengemukakan bahwa 
aglomerasi ekonomi menghasilkan 
keterkaitan antaraktivitas ekonomi 
yang dapat memperluas dampak 
pembangunan. Kalalinggi et al. (2023) 
menunjukkan bahwa pembangunan 
IKN diharapkan mendorong 
pertumbuhan ekonomi regional 
melalui pengembangan sektor 
konstruksi, jasa, dan perdagangan. 

Pembangunan IKN juga 
berpotensi mengubah arah distribusi 
investasi nasional yang sebelumnya 
lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa. 
Firman et al. (2023) menjelaskan 
bahwa konsentrasi investasi 
merupakan salah satu faktor yang 
memperkuat ketimpangan spasial di 
Indonesia. Menurut Rodríguez-Pose 
(2022), redistribusi investasi dapat 
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meningkatkan kapasitas wilayah yang 
selama ini berada di luar pusat 
pertumbuhan utama. Anirwan et al. 
(2024) mengemukakan bahwa IKN 
memiliki potensi menjadi magnet 
investasi baru di kawasan timur 
Indonesia. 

Redistribusi investasi tersebut 
membuka peluang bagi Kalimantan 
untuk memperoleh posisi yang lebih 
strategis dalam perekonomian 
nasional. Lang dan Görmar (2023) 
menjelaskan bahwa wilayah periferal 
dapat mengalami transformasi apabila 
memperoleh dukungan investasi dan 
konektivitas yang memadai. Dijkstra et 
al. (2023) menunjukkan bahwa 
pembangunan pada wilayah di luar 
pusat ekonomi tradisional dapat 
mengurangi kesenjangan 
pembangunan regional. Kalalinggi et 
al. (2023) menilai bahwa IKN memiliki 
potensi memperkuat peran 
Kalimantan dalam struktur ekonomi 
Indonesia. 

Dampak pembangunan IKN 
juga dapat dirasakan oleh kawasan 
Indonesia Timur melalui peningkatan 
konektivitas dan integrasi ekonomi. 
Capello dan Cerisola (2022) 
menjelaskan bahwa pembangunan 
pusat pertumbuhan dapat 
memperkuat hubungan ekonomi 
antardaerah. Faoziyah et al. (2025) 
menunjukkan bahwa perkembangan 
pusat-pusat pertumbuhan baru 
berpotensi memengaruhi distribusi 
urbanisasi dan aktivitas ekonomi 
nasional. Menurut Firman (2022), 
konektivitas antarkawasan menjadi 
faktor penting dalam menciptakan 
penyebaran manfaat pembangunan. 

Integrasi kawasan sekitar IKN 
menjadi aspek yang menentukan 
efektivitas pembangunan sebagai 
instrumen pemerataan wilayah. 
Dannenberg dan Kulke (2022) 
menjelaskan bahwa keterhubungan 
antara pusat pertumbuhan dan 
wilayah sekitarnya memengaruhi 
distribusi manfaat ekonomi. Istiqomah 
et al. (2025) menunjukkan bahwa 
transformasi spasial di kawasan 
Nusantara telah memunculkan 
perubahan fungsi ruang dan jaringan 
aktivitas ekonomi. Rachmawati et al. 
(2023) mengemukakan bahwa 
kesiapan pemerintah daerah dan 
masyarakat menjadi faktor yang 
memengaruhi keberhasilan integrasi 
kawasan. 

Pembangunan IKN berpotensi 
menghasilkan pergeseran struktur 
ruang nasional dari pola yang 
berpusat pada Jawa menuju 
konfigurasi yang lebih tersebar. Moser 
(2022) menjelaskan bahwa 
pembangunan ibu kota baru sering 
digunakan sebagai instrumen untuk 
membentuk orientasi pembangunan 
nasional yang berbeda. Firman et al. 
(2023) menunjukkan bahwa distribusi 
aktivitas ekonomi memiliki hubungan 
erat dengan struktur jaringan 
perkotaan nasional. Storper (2022) 
mengemukakan bahwa perubahan 
pusat aktivitas ekonomi dapat 
memengaruhi hubungan antarwilayah 
dalam jangka panjang. 

Perubahan tersebut berpotensi 
memunculkan koridor ekonomi baru 
yang menghubungkan Jawa, 
Kalimantan, dan kawasan timur 
Indonesia. Pike et al. (2023) 
menjelaskan bahwa koridor ekonomi 
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berfungsi memperkuat arus investasi, 
perdagangan, dan mobilitas manusia. 
Turok dan McCann (2023) 
menunjukkan bahwa konektivitas 
antarpusat pertumbuhan menjadi 
faktor penting dalam mendukung 
pembangunan yang lebih inklusif. 
Kalalinggi et al. (2023) 
mengemukakan bahwa 
pembangunan Nusantara diarahkan 
untuk memperkuat integrasi wilayah 
dalam skala nasional. 

Pergeseran distribusi 
kekuasaan ekonomi juga berkaitan 
dengan meningkatnya peran negara 
dalam mengarahkan pembangunan 
wilayah. Hudalah et al. (2021) 
menjelaskan bahwa perencanaan 
ruang merupakan instrumen yang 
digunakan negara untuk 
memengaruhi distribusi sumber daya 
dan aktivitas ekonomi. Silver (2021) 
menunjukkan bahwa proyek 
perkotaan berskala besar sering 
mencerminkan strategi negara dalam 
membentuk struktur pembangunan 
baru. Moser (2022) mengemukakan 
bahwa pembangunan ibu kota baru 
memiliki dimensi ekonomi politik yang 
berkaitan dengan redistribusi 
kekuasaan dan sumber daya. 

Meskipun diarahkan untuk 
menciptakan pemerataan 
pembangunan, IKN juga memiliki 
potensi membentuk konsentrasi 
modal baru pada kawasan tertentu. 
Iammarino et al. (2023) menjelaskan 
bahwa pusat pertumbuhan dapat 
menghasilkan ketimpangan baru 
apabila manfaat pembangunan 
terkonsentrasi pada wilayah inti. 
Rachmawati et al. (2025) 
menunjukkan bahwa pembangunan 

Nusantara menghadirkan dinamika 
antara kohesi sosial dan potensi 
polarisasi sosial. Muafiroh dan 
Tambunan (2025) mengemukakan 
bahwa keterlibatan masyarakat lokal 
dan tata kelola pembangunan menjadi 
faktor yang memengaruhi distribusi 
manfaat ekonomi di kawasan IKN. 

 
Dampak Sosial dan Transformasi 
Sistem Sosial 

Pembangunan Ibu Kota 
Nusantara (IKN) tidak hanya berkaitan 
dengan perubahan struktur ruang dan 
distribusi aktivitas ekonomi, tetapi juga 
memunculkan transformasi pada 
sistem sosial masyarakat. Perubahan 
tersebut berlangsung melalui 
mobilitas penduduk, urbanisasi, 
perubahan struktur pekerjaan, dan 
interaksi sosial antara kelompok 
masyarakat yang berbeda. Moser 
(2022) menjelaskan bahwa 
pembangunan ibu kota baru 
umumnya diikuti oleh perubahan 
konfigurasi sosial yang memengaruhi 
hubungan antara negara, masyarakat, 
dan ruang. Anirwan et al. (2024) 
menunjukkan bahwa pembangunan 
IKN memiliki dimensi sosial yang 
sama pentingnya dengan aspek 
ekonomi dan fisik pembangunan. 
Menurut Rachmawati et al. (2025), 
transformasi sosial menjadi salah satu 
konsekuensi yang melekat pada 
proses pembangunan Nusantara. 

Mobilitas penduduk menjadi 
salah satu dampak sosial yang paling 
terlihat dalam pembangunan IKN. 
Perpindahan aparatur sipil negara 
(ASN) dan tenaga pendukung 
pemerintahan akan meningkatkan 
arus migrasi menuju Kalimantan 
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Timur. Kalalinggi et al. (2023) 
menjelaskan bahwa perkembangan 
IKN diproyeksikan meningkatkan 
aktivitas penduduk dan kebutuhan 
layanan perkotaan. Rozi et al. (2025) 
menunjukkan bahwa relokasi ibu kota 
di berbagai negara umumnya diikuti 
oleh perpindahan penduduk dalam 
skala besar. Olijkan (2023) mencatat 
bahwa masyarakat di kawasan 
Sepaku telah mulai merasakan 
perubahan akibat meningkatnya 
mobilitas manusia menuju wilayah 
IKN. 

Arus migrasi juga berkaitan 
dengan perpindahan tenaga kerja dari 
berbagai daerah ke kawasan 
pembangunan ibu kota baru. Rijanta 
et al. (2025) menjelaskan bahwa 
proses urbanisasi di Kalimantan Timur 
telah mendorong perubahan struktur 
pekerjaan dan penggunaan lahan. 
Dannenberg dan Kulke (2022) 
menunjukkan bahwa pembangunan 
pusat pertumbuhan baru cenderung 
menarik tenaga kerja karena 
meningkatnya permintaan terhadap 
berbagai sektor ekonomi. Menurut 
Pike et al. (2023), mobilitas tenaga 
kerja merupakan bagian dari proses 
transformasi ekonomi regional yang 
berlangsung pada wilayah 
berkembang. 

Peningkatan jumlah penduduk 
menjadi konsekuensi logis dari 
perpindahan ASN, pekerja konstruksi, 
pelaku usaha, dan kelompok 
masyarakat lainnya ke kawasan IKN. 
Turok dan McCann (2023) 
menjelaskan bahwa pertumbuhan 
penduduk sering mengikuti 
perkembangan pusat aglomerasi 
ekonomi baru. Faoziyah et al. (2025) 

menunjukkan bahwa pertumbuhan 
pusat-pusat perkotaan di Indonesia 
memiliki hubungan erat dengan 
peningkatan urbanisasi. Kalalinggi et 
al. (2023) mengemukakan bahwa 
pembangunan Nusantara 
diperkirakan akan mempercepat 
perkembangan kawasan perkotaan 
baru di Kalimantan Timur. 

Transformasi sosial juga 
terlihat melalui interaksi antara 
pendatang dan masyarakat lokal. 
Rachmawati et al. (2025) menjelaskan 
bahwa keberagaman sosial yang 
meningkat dapat menghasilkan kohesi 
sosial maupun polarisasi sosial. 
Gunawan (2024) menunjukkan bahwa 
karakteristik etnis di wilayah sekitar 
IKN memerlukan perhatian dalam 
pengelolaan hubungan sosial 
masyarakat. Muafiroh dan Tambunan 
(2025) mengemukakan bahwa 
keterlibatan masyarakat lokal menjadi 
faktor yang memengaruhi kualitas 
interaksi sosial dalam pembangunan 
ibu kota baru. 

Perubahan struktur sosial 
masyarakat lokal berlangsung seiring 
dengan meningkatnya aktivitas 
pembangunan dan investasi. Olijkan 
(2023) menunjukkan bahwa sebagian 
masyarakat lokal menghadapi 
ketidakpastian mengenai perubahan 
yang akan terjadi di lingkungan 
mereka. Rijanta et al. (2025) 
menjelaskan bahwa proses urbanisasi 
perbatasan (*frontier urbanisation*) 
dapat mengubah pola relasi sosial dan 
ekonomi masyarakat setempat. 
Prabowo dan Wiratama (2025) 
mengemukakan bahwa pengelolaan 
dampak sosial menjadi bagian penting 
dalam menjaga stabilitas sosial 
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selama proses pembangunan 
berlangsung. 

Pembangunan IKN juga 
berpengaruh terhadap perubahan 
mata pencaharian masyarakat. 
Rijanta et al. (2025) menunjukkan 
adanya pergeseran aktivitas ekonomi 
dari sektor tradisional menuju sektor 
jasa, perdagangan, dan konstruksi. 
Pike et al. (2023) menjelaskan bahwa 
transformasi ekonomi regional sering 
diikuti oleh perubahan struktur 
pekerjaan masyarakat. Menurut 
Firman (2022), perkembangan pusat-
pusat ekonomi baru cenderung 
menciptakan kebutuhan tenaga kerja 
dengan karakterstik yang berbeda 
dibandingkan kondisi sebelumnya. 

Transformasi sosial budaya 
menjadi bagian lain yang muncul 
dalam proses pembangunan ibu kota 
baru. Moser (2022) menjelaskan 
bahwa pembangunan ibu kota 
memiliki dimensi simbolik yang 
berkaitan dengan pembentukan 
identitas nasional. Santoso dan 
Alamsyah (2025) menunjukkan bahwa 
diskursus publik mengenai Nusantara 
berkembang melalui berbagai media 
digital dan ruang sosial virtual. 
Rachmawati et al. (2025) 
mengemukakan bahwa perubahan 
komposisi penduduk berpotensi 
memengaruhi pola interaksi budaya 
pada kawasan IKN. 

Peluang pembangunan yang 
muncul di kawasan IKN juga disertai 
kemungkinan terbentuknya 
ketimpangan baru. Rodríguez-Pose 
(2022) menjelaskan bahwa pusat 
pertumbuhan dapat menghasilkan 
kelompok wilayah yang memperoleh 
manfaat pembangunan dalam tingkat 

yang berbeda. Iammarino et al. (2023) 
menunjukkan bahwa ketimpangan 
regional sering muncul ketika 
distribusi investasi dan kesempatan 
ekonomi tidak berlangsung merata. 
Lang dan Görmar (2023) 
mengemukakan bahwa wilayah 
periferal tetap dapat menghadapi 
keterbatasan pembangunan 
meskipun berada dekat dengan pusat 
pertumbuhan baru. 

Kesenjangan wilayah di sekitar 
IKN menjadi salah satu isu yang perlu 
diperhatikan. Capello dan Cerisola 
(2022) menjelaskan bahwa 
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah 
tidak selalu menghasilkan distribusi 
manfaat yang merata pada daerah 
sekitarnya. Dijkstra et al. (2023) 
menunjukkan bahwa perbedaan 
akses terhadap infrastruktur dan 
investasi dapat memunculkan variasi 
tingkat pembangunan antarwilayah. 
Faoziyah et al. (2025) mengemukakan 
bahwa perkembangan pusat 
pertumbuhan memiliki kemungkinan 
menghasilkan pola urbanisasi yang 
bersifat terpolarisasi. 

Kesenjangan akses ekonomi 
juga dapat terjadi antara kelompok 
masyarakat yang memiliki 
kemampuan memanfaatkan peluang 
pembangunan dan kelompok yang 
memiliki keterbatasan sumber daya. 
Prabowo dan Wiratama (2025) 
menjelaskan bahwa pengelolaan 
dampak sosial memerlukan perhatian 
terhadap kelompok rentan. Muafiroh 
dan Tambunan (2025) menunjukkan 
pentingnya partisipasi masyarakat 
lokal dalam proses pembangunan 
agar distribusi manfaat ekonomi dapat 
berlangsung lebih merata. Hudalah et 
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al. (2021) mengemukakan bahwa 
distribusi kekuasaan dalam 
pembangunan memengaruhi akses 
masyarakat terhadap sumber daya 
ekonomi. 

Potensi eksklusi sosial menjadi 
isu yang sering muncul pada proyek 
pembangunan berskala besar. Silver 
(2021) menjelaskan bahwa proyek 
perkotaan strategis dapat 
menghasilkan perbedaan akses 
terhadap ruang dan sumber daya. 
Rijanta et al. (2025) menunjukkan 
adanya potensi perubahan 
penguasaan ruang yang 
memengaruhi kehidupan masyarakat 
lokal. Olijkan (2023) mencatat bahwa 
sebagian masyarakat di sekitar 
kawasan IKN memiliki kekhawatiran 
terhadap perubahan sosial yang 
berlangsung cepat. 

Tantangan sosial dalam 
pembangunan IKN memerlukan 
pendekatan tata kelola yang inklusif 
dan partisipatif. Mardianti et al. (2025) 
menjelaskan bahwa model *co-
production* dapat memperkuat 
keterlibatan masyarakat dalam 
pembangunan Nusantara. 
Rachmawati et al. (2023) 
menunjukkan bahwa kesiapan 
pemerintah daerah dan masyarakat 
menjadi faktor penting dalam 
pengembangan ibu kota baru. Fisher 
et al. (2024) mengemukakan bahwa 
keberlanjutan pembangunan 
Nusantara memerlukan 
keseimbangan antara tujuan ekonomi, 
sosial, dan lingkungan dalam proses 
transformasi wilayah. 
 

 

D. Kesimpulan 
Pembangunan Ibu Kota 

Nusantara (IKN) merupakan bentuk 
intervensi pembangunan yang 
diarahkan untuk mengubah struktur 
keruangan nasional yang selama ini 
terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dari 
perspektif keruangan, IKN berpotensi 
mendorong terbentuknya pusat 
pertumbuhan baru di Kalimantan 
Timur melalui peningkatan investasi, 
pembangunan infrastruktur, dan 
penguatan konektivitas antarwilayah. 
Pergeseran aktivitas ekonomi ke luar 
Jawa berimplikasi pada perubahan 
distribusi kekuasaan ekonomi yang 
sebelumnya lebih terkonsentrasi pada 
wilayah metropolitan utama. Proses 
tersebut menunjukkan bahwa 
pembangunan IKN tidak hanya 
berkaitan dengan pemindahan pusat 
pemerintahan, tetapi juga 
berhubungan dengan upaya 
restrukturisasi pola pembangunan 
nasional dan distribusi sumber daya 
ekonomi antarwilayah. 

Dari perspektif sistem sosial, 
pembangunan IKN memunculkan 
dinamika baru yang berkaitan dengan 
urbanisasi, mobilitas penduduk, 
perubahan mata pencaharian, serta 
interaksi sosial antara masyarakat 
lokal dan pendatang. Pembangunan 
ini menghadirkan peluang ekonomi 
baru bagi wilayah Kalimantan dan 
kawasan sekitarnya, sekaligus 
menimbulkan tantangan berupa 
potensi ketimpangan sosial-spasial, 
perubahan penguasaan ruang, dan 
kebutuhan akan tata kelola yang 
inklusif. Efektivitas pembangunan IKN 
dalam mendorong pemerataan 
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pembangunan dan redistribusi 
kekuasaan ekonomi dipengaruhi oleh 
kemampuan pemerintah dalam 
mengintegrasikan aspek ekonomi, 
sosial, lingkungan, dan kelembagaan 
sehingga manfaat pembangunan 
dapat diakses oleh berbagai kelompok 
masyarakat dan wilayah secara lebih 
proporsional. 
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